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TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN BERBASIS RESIKO

Menimbang:

Mengingat:

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,

a. bahwa pengawasan intern pemenntah merupakan salah satu unsur

.1

manajemen rangka mawujudkan kepemenntahan yang baik;

bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik,
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah (APIP) yang berkualitas,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspekiur Kota
Payakumbuh tentang Pedoman pelaksanaan Pemerksaan
Operasional Audit Ketaalan di Lingkungan Pemerintah Kota
Fayakumbuh,

Undang — Undang MNomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 8
Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan
Payakumbuh (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1956
Mamor 19);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2003 Nomor 47,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ),
Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4355 ),
Undang-Undang MNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
B, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5887);
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

. Peraturan Menteri Dalam Meger Republik Indonesia Momor 8 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/ 15/M.PAN/S/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka
Kredinya;

10. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali

Mutu Audit Aparat Pengawasan Intermn Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor PER-211KJFR2010 tentang Standar Kompetensi Auditor:;

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah




Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17 ),

13.Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas
serta Tata Kernja Inspektorat,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU - Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Kelaatan Berbasis Resiko di
lingkungan Pemenntah Kota Payakumbuh

KEDUA, . Teknis Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaalan Berbasis Resko di
lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Desember 2020.

Ditetapkan di Kota Payakumbuh




KATA PENGANTAR

Saegala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Berkat Rahmal dan Hidayah-Nya,
pedoman ini dapal disusun dan ditetapkan serta dapat diterapkan bagi APIP Kota
Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemenntahan
daerah.

Padoman in adalah Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan {compliance audit) Berbasis
Risiko bagi APIP Kola Payakumbuh Pada prinsipnya Audit Ketaatan Berbasis Risko
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai ketaatan pelaksanaan suatu area,
proses, sistem, fungsi program/kegiatan terhadap peraturan perundang undangan yang
berlaku.

Agar pelaksanaan kegiatan berupa Audit Ketaatan Berbasis Risko efektif dan efisien, serta
berhasil guna sesual tujuannya maka penting untuk memberikan acuan sehingga mampu
memberikan keyakinan bahwa kegiatan audil terlaksana dengan memadai serta sesual
dengan kaidah dan standar audit yang berlaku.

Dengan lerlaksananya audil yang sesuai standar audit, maka peran layanan Audit
Ketaatan Berbasis Risiko sebagal peran layanan APIP yang paling mendasar dapat
terpenuhi dengan balk. Selain itu, dengan hasil audit yang baik maka dapal diharapkan
adanya peningkatan atau perbaikan kinerja Pemerintah maupun perbaikan Governance
Risk Control (GRC). Bagi APIP Kota Payakumbuh sendir, diharapakan akan menjad
dasar peningkatan peran layanan ke level selanjutnya.

Payakumbuh,  Desember 2020

EKTUR KOTA PAYAKUMBUH

Andri Narwan, 5. 508
HlF.-%JErﬂ-GTIE 199308 1 001
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BAB |

GAMBARAN UMUM
AUDIT KETAATAN BERBASIS RISIKO

A. Latar Belakang

Inspektorat Kota Payakumbuh merasa perfu untuk melakukan Audit Ketaatan Berbasis
Risika yang member keyakinan memadai bahwa area, proses atau sistem
Operasional dan subjek yang diaudt telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang beraku, peraturan terkait yang telah
ditetapkan serta kriteria lain yang relevan. Pedoman ini berfujuan untuk menjadi acuan
APIP Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Audil Ketaatan Berbasis Risiko agar
APIP Kota Payakumbuh memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi
agar kegiatan audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efekiif atas potensiirisiko
ketidaktaatan di OFPD

B. Pengertian, Tujuan dan Sasaran

Audit ketaatan {compliance audif) Berbasis Risiko merupakan audit untuk menilai
tingkal ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur
yang berlaku serta peraturan terkail yang telah ditetapkan. Tujuan Audit Ketaatan
Berbasis Risiko adalah menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas
area proses, sistem, fungsi, program/kegiatan. Sasaran audit difokuskan pada area
yang terdapat nstko kefidakiaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan untuk
penguatan pengendalian. Pengendalian terhadap ketaatan pada prosedur dan
kebijakan- kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan area, proses, sistem, fungsl,
program/kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi telah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Outcome yang diharapkan atas pelaksanaan Audit Ketaatan Berbasis Risiko antara

lain:

1. Keyakinan rmemadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang diaudit
Telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2 Adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan
efektivitas operasional;

3. Mencegah, menangkallmenghalangi, mendeteksi tindakan penyimpangan dari
Prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.



C. Metodologi Audit Ketaatan Berbasis Risiko

Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan,
dilakukan dengan cara, menguj, menganahasis, mennmpulkan ketaatan suatu area
pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dengan didukung
bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan matenal, Dokumen data sekunder dan luar
OPD yang diaudit dapat digunakan sebagai data awal, sedangkan data primer dan
OPD yang bersangkutan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang bisa
digunakan sebagai bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, dokumen bukti-bukti
tersebut dianalisia dengan membandingkan aniara realisasi/pelaksanaan dengan
peraturan yang berlaku atau dan baest praclice yang ada.

Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit dilakukan melalui:
1. Pengumpulan data;
2. Wawancara/interviw' kuesioner,
3. Konfirmasi kepada pihak terkait;
4. Lji petik/sampe,
5. Analisis data;
6. Simpulan,

Basaran luasnya pengujian tersebut fidak harus dilakukan audit secara kesaluruhan
melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan
maelalui teknik pengukuran sampel.

Setelah mendapatkan ukuran sampel, APIP dapal menggunakan teknik sampling

dalam melakukan pengujian, teknik sampling yang secara umum yang sefing

digunakan yaitu:

a) Probability sampling (simple random)
Frobabilily sampiing adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel,
Salah satu teknik sampe! probabiity sampling adalah:
Simple Random Sampiing dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan
sampel anggola populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang
ada dalam populasi itw. Simple random sampling adalah teknik unfuk
mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap
unit sampling sebagal unsur populasi yang terpencil memperaleh peluang yang
sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakil populasinga. Cara tersebut
dilakukan bila anggola populasi dianggap homogen Teknik tersebut dapat
dipergunakan bifa jumiah unil sampiing dalam suatu populasi tidak terialu besar.
Cara pengambilan sampel dengan swmple random sampling dapat dilakukan




dengan metode undian, ordinal, maupun tabai bilangan random. Untuk penentuan

sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita
waktu. Apalagi jika jumiahnya besar, sampeinya besar.

b) WNon probability sampling (purposive sampling)
MNon probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan
yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Salah satu teknik non probability sampling mediputi:
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan
atas cin-cin tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paul yang erat dengan
ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit
sampel yang dihubungl disesuaikan dengan kritera-kriteria tertentu  yang
diterapkan berdasarkan tujuan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, APIP wajib mengikuti standar audit yang telah
ditetapkan dalam SAIPI, mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional
(Standar 2000, SAIPI) di bidang Audit Ketaatan. Kompetensi tersebut bisa
didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Selain itu, APIP dapat
manggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal (Standar 2074 SAIPT),
apabila tidak ada APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan. Auditor harus
mampu memberikan rekomendasi/saran dalam hal peringatan/deteksi dini (eary
waming system) kepada pimpinan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan

pencegahan dan perbaikan terulama pada area yang memilki polensi
masalahirisiko ketidaktaatan yang dapat menghambat pancapaian tujuan

Apabila dan hasil pengumpulan, analisis, dan intepretasi bukti-bukti, APIFP
menyimpulkan adanya potensi tindak penyimpangan yang berpotensi merugikan
keuangan negara, melalui bukfi-bukti tersebut dapat dijadikan informasi awal
untuk ditelaah lebih lanjut sebagai informasi perfunya audit investigasi atau tidak.

D. Tahapan Audit Ketaatan Berbasis Risiko

Visualisasi tahapan dalam melaksanakan Audit Ketaatan Berbasis Risko adalah
sebagail berikul







BAB I
PROSES PERENCANAAN AUDIT

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci berdasarkan
perencanaan pengawasan APIP, sehingga audit dapat dilaksanakan secara efisien dan
efektif. Pada perencanaan audit, APIP mengumpulkan mformasi untuk menentukan: (1)
Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup, (2) Pemahaman Proses Bisnis Auditi, (3) Audit
Pendahuluan, (4) Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan, (5) ldentfikasi dan
Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci, (8) Penyusunan Rencana Pengujian. (7)
Penyusunan Program Kena, (B) Pengalokasian Sumber Daya.

Sebelurmn merumuskan tujuan audit, sebaiknya perlu dipahami alasan-alasan yang melatar
belakangi penugasan audit yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Audit Ketaatan Berbasis
Risko dapat dilakukan berdasarkan:

1. Program Kena Pengawasan Tahunan (PKPT) hasil proses penilaian risiko organisasi
melalui Perencanaan Pengawasan Intermn Berbasis Risiko (PPBR) atau berdasarkan
hasil audit sebelumnya atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD yang
masih terdapat risiko ketidaktaatan.

2. Permintaan pimpinan organisasikepala daerah, atas suatu unit organisasi atau area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD, atau berdasarkan parmintaan pihak kain
dengan alasan terfentu atau hal lain yang dilaksanakan dalam kondisi darurat atau
adanya indikasi kelidakiaatan atau alasan penbng lamnnya.

3 Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan atau hal lain yang baru atau pertama
kali dilaksanakan atau dilaksanakan dengan perubahan prosedur atau perubahan
proses lamnya,

4  Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD yang tidak selaras dengan
sasaran RPJMD disarankan untuk dilakukan Audit Ketaatan,

Berikut adalah tahap-tahap perencanaan yang periu dipersiapkan APIP antara lain:

A. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup
Langkah pertama dalam memulai sualu penugasan adalah menentukan tujuan (apa
yang akan dicapal) dan ruang lngkup penugasan (apa yang akan diuji). Audit
Ketaatan Berbasis Risko bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD dilaksanakan sasual
peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan
terkait yang telah ditetapkan Penetapan tujuan audit merupakan proses krifis pada
awal penugasan, Kegagalan menetapkan lujuan audit secara jelas dapal membuat




pekerjaan tim tidak selaras dengan alasan penugasan. Pada akhir penugasan, tujuan
audit dinyatakan secara tegas dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan Audit
Ketlaatan Berbasis Risko yang jelas akan menegaskan tujuan penjaminan yang akan
diberikan auditor intem

Agar sasaran Audit Ketaatan Berbasis Risko dapat dicapai, APIP harus menetapkan
ruang lingkup penugasan yang memadai. Pemyataan ruang lingkup perlu dibuat
untuk menjeiaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan APIP
dapal melakukan Audit Ketaatan pada level area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan OPD. Terkait kriteria ketaatan yang akan diberi penjaminan, auditor
dapal membatas! lingkup audit pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan,
serta kecukupan pengendalian.

Pemahaman Proses Bisnis Auditi

Dalam merencanakan penugasan, APIP harus memahami auditi (lujuan, proses dan
area yang menjadi lingkup audit). Kegagalan dalam memahami auditi dapat berakibat
pengujian yang tidak lengkap atau kesalahan pengalokasian sumber daya Yang
pertama harus dipahami cleh APIP adalah fujuan organisasi. Sejauh mana tujuan
organisasi telah tercapai dan proses yang dilakukan pimpinan OPD dalam
mencapainya. Dalam memahami proses bisnis (probis) auditl dibutuhkan pemahaman
yang mendalami terkail dengan rencana strategis (renstra). struktur organisasi,
mandat, tugas dan fungsi, tujuan dan target (output) sera capaian kinerja.

APIP dapat menggunakan berbagai sumber data untuk memahami proses bisnis
auditi. Salah salunya dengan memanfaatkan dala yang tlersedia, misainya renstra,
struktur organisasi, S0P, kebijakan, uraian tugas dan jabatan, dokumentasi fain
misainya data audit tahun lalu, DPA auditi yang bersangkutan, KKA dan LHA tahun
lalu, tindak lanjut LHA tahun sabelumnya, register risiko dan RTP, laporan efektivitas
pengendakan, dsb

Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Audit (PKA) agar audit berjalan
dengan efisien dan efekiif dalam audt ketaatan atas area, proses, sistemn, fungsi,
program/kegiatan OPD.

Audit Pendahuluan

Audit Pendahuluan terdin dari;

1. Persiapan
Desk audi adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi awal yang dapat
diperoleh dari OPD sebelum audit lapangan (DPA, Renstra, strukiur organisasi,




uraian tugas, LHA tahun lalu, dan dokumen auditi lainnya) serta analisis data untuk
mendapatkan gambaran umum permasalahan administrasi sehingga diperoleh
Potential Audit Objective (PAQ) yang menjadi bahan masukan penyusunan
program kerja survey pendahuluan

. Survey Pendahuluan
Survey pendahuluan adalah sualu proses dalam audit internal yang bertujuan
memperdalam gambaran (informasi) umum mengenai audili sehingga diperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar hukum peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tujuan organisasi. Survey pendahuluan dapat dibagi ke
dalam 4 tahap
1) Pengenalan Auditi, tahap ini mencakup pengumpulan informasi mengenai hal
hal berikut:
a. Dasar hukum penetapan auditi, peraluran perundang undangan dan
kebijakan yang berlaku,
Penetapan struktur organisasi dan uraian tugas;
Tujuan dan sasaran auditi manurut DPA,
Pengendalian intern dan keuangan,
. Dokumen yang berkaitan dengan program,
LHA penode sebelumnya,
Pengaduan/atensi masyarakat;
Prosedur program/ kegiatan, dst.
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2) Identifikasi Permasalahan, untuk menentukan adanya permasalahan adalah
mengidentifikasi seluruh program, kegiatan, dan fungsi, hal ini dapat dilihat dan
program atau kegiatanfugas fungsi OPD) yang penting apakah
a. Selaras dengan program/sasaran strategis RPJMD,

b. Rawan terhadap lindak penyimpangan, kecurangan (fraud),
penyalahgunaan,

c. Menyangkut transaksi rupiah yang sangat besar,

d. Mendapat perhalian besar dan pimpinan,

&. Dar audit sebelumnya mengandung banyak kelemahan dan kekurangan
sistem pengendalian.

3) Konfirmasi/Klarifikasi, tahap ini merupakan pengujian secara terbatas untuk
memperoleh kepastian mengenai hal-hal yang kntis dan mempercleh
kepastian mengenal diperiukan tidaknya audit yang lebih mendalam.




4)

Simpulan atas Survey Pendahuluan, pada akhir survey pendahuluan dibuat
simpulan secara keseluruhan yang merupakan laporan hasil survey
pendahuluan yang bensikan informasi umum, risiko audit yang menunjukkan
indikasi kelemahan dan kerentanan pada area, proses, sistem, fungsi.
program/kegiatan OPD dan unsur-unsur lannya yang diaudit yang selanjutnya
disebut sasaran audit sementara atau Tentafive Audilt Objectives (TAQ),

3. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SP1)}
Evaluasi pelaksanaan 5P| adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi mangeanai
maturitas SP| dengan menelaah dan mengujinya sehingga dapatl disimpulkan
sasaran audit yang pasti atau Firm Audit Objective (FADQ). Evaluasi pelaksanaan
SP1 mengikuti mekanisme:

1)

2)

3)

Perumusan Tujuan Evaluasi Pelaksanaan SPI
Tujuannya adalah menilai dan mengevaluasi maturitas SP| serta metakukan
berbagai analisis untuk mendeteksi kelemahan pengendalian yang terjadi.

Penyusunan Program Kerja Audit pada Evaluasi SP1

Berdasarkan standar audii, dinyatakan bahwa APIP harus memahami
rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannyalefektivitas
dari pengendalian intern auditi, Instrumen SPl merupakan sarana prosedur
yang dirancang untuk menila maturtas pengendalian intern audifi yang
meliputi 5 (lima) unsur dengan 25 sub unsur pengendalian dalam SPIP

Pelaksanaan PEA-SPI

Berdasarkan data pelaksanaan 5Pl yang telah dikumpulkan dar auditi, pada
tahap ini tim audit melakukan penilaian simpulan audit pendahuluan dengan
menggunakan 5 unsur dengan 25 sub unsur SPIP. Didalam melakukan
penilaian SPI, masing masing unsur pada 5 unsur dalam SPIP ditetapkan
memiliki bobot 20%. Sehingga unluk memperoleh nilai unsur sebagal
penentuan levelling/maturitas SP| pada tiap unsur, maka dilakukan perkalian
antara bobot unsur (20%) dengan persentase pemenuhan parameter
parameter penilaian dalam beniuk peranyaan. Kemudian dalam menentukan
levelling/maturitas SPI pada tingkat kegiatan/OPD maka diperoleh dengan
menjumiahkan perolehan tiap-tiap unsur SPl. APIP bertanggung jawab
manantukan seberapa jauh pengendalian intern dapat diandalkan, memastikan
bahwa area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD sejalan dengan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku seda
peraturan terkait. Disamping itu, APIP dapat memperkirakan kemungkinan




risko yang terjadi pada auditi di dalam melaksanakan kegiatannya. Hasil
evaluasi SP1 harus dianalisis untuk menentukan periu tidaknya audit yang kebih
mendalam.

4) Penyusunan KKA
Hasil pelaksanaan PKA Audit Intern dituangkan ke dalam kertas kerja audit
oleh APIP yang bersangkutan sesual dengan penugasannya berdasarkan
PHA

5) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Evaluasi SPI
Pada akhir evaluasi SP| dibuat simpulan sacara keseluruhan yang merupakan
Laporan Hasil Pemeriksaan pada evaluasi pelaksanaan SPl yang
menunjukkan kelemahan dan kerentanan pada area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan dan unsur-unsur lainnya yang diaudit yang selanjutnya
disebut Tentative Audit Objectives (TAO). TAO adalah sasaran audit yang
merupakan hasil dar tahap evaluas| sistem pengendalian intem. Kegiatan
evaluasi pelaksanaan SP| adalah mendapatkan informasi mengenai SPI,
menelaah dan menguji keandalan SPI sehingga dapat disimpulkan sasaran
audit yang tentative atau TAD. Dalam penentuan levelling/tingkal maturitas
SPI menggunakan skala sebagai berikut

No. Interval Nilai Klasifikasi Kualifikasi
-1 80.00 &d 100,00 Tarukur O-timum
2 60,00 s.d 79,98 Terkelola
3 40,00 s.d 59,95 Terdefinisi
4 | 20,00 sd 35,99 Rintisan
F | 0,00sd 19,99 ' Belum Ada

D. Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan
Tujuan dan tahap identifikasi dan penilaian risiko ketidaktaatan adalah menentukan
polensinsiko ketidaktaatan dalam penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan sesual peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang
berlaku sera peraturan terkait, yang akan didalami oleh APIP. Apabila auditi telah
menyusun register nsiko, identifikasi dan penilaian nsiko dapat dilakukan dengan
memanfaatkan rsk register dan profil risiko auditi dan dilakukan penilaian atas
validitas risk register auditi tersebut. Penilaian validitas nisk regisfer auditi dapat
difakukan dengan melakukan brainsforming mengenal risiko (sebab dampak) dan




melakukan skenario ulang dalam menyusun dan membuat daftar risiko yang dapat
diandalkan (valid).

MNamun, bida auditi belum memiliki daftar risike yang memadai, APIF memberikan
fasifitasi dengan auditi untuk mengidentifikasi, menilai, dan menatapkan risiko
ketidaktaatan pada suatu proses bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan
organisasi. Proses identifikasi dan penilaian nsike dilakukan atas  prosedur
penyelenggaraan dan sualu program yang mendukung pencapaian lujuan organisasi
dan program prioritas. Hal tersebut dapat terlihat dar keselarasan antara dokumen
RPJMD, Renstra, dan KL yang mendukung program prioritas tersebut.

Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci

APIP dapat melakukan penilaian kecukupan pengendalian kunci yang telah dimiliki

OPD. APIP mengidentifikasi desain pengendalian kunci  yang  telah

didokumentasikan/ditetapkan audih didalam kebijakan, standar prosedur operasi serta

rencana tindak pengendalian bagl organisasi APIP menentukan apakah rancangan

pengendalian kunci tersebut telah memadai uniuk mengelola risiko pada level yang

dapat diterima organisasi. Dalam menilai kecukupan desain pengendalian kunci, APIP

harnus mempertimbangkan:

» Selera risiko dan tingkat risiko organisasi.

« Kemampuan pengendalian kunci uniuk mengamankan pencapaian tujuan/
menangani risiko jika pangendalian dijalankan sasual rancangan;

« Keberadaan dan kemampuan pengendalian tambahan yang diperiukan untuk
mengamankan pancapaian ujuan/menangani risiko.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian kunci diharapkan dapat
menantukan bahwa proses penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan utama telah dilakukan pengendahan dan dievaluasi secara rutin
sera dikaitkan dengan proses penilaian nsiko yang ada untuk dapat meminimalisir
kegagalan dan dampak yang timbul akibat risiko yang ada.

Setalah melakukan penilaian atas kecukupan desain pengendalian kunci, APIP perlu
menyusun observasi awal dan mendiskusikannya dengan pimpinan OPD. APIP dapat
merekomendasikan perbaikan dalam penerapan pengendalian intem,

Penyusunan Rencana Pengujian
Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat pangujian, wakiu dan prosadur yang

diperiukan merupakan langkah dalam upaya mendapatkan bukfi. Bukt dapat
dibedakan dalam beberapa jenis atau golongan sabagai benkut:
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1. Bukti pengujian fisik

Bukti pengujian fisik dilakukan untuk meyakinkan mengenai keberadaan
(kuantitatif) dan mutu (kualitatif) dar akliva berwujud Bukti inl juga untuk
meyakinkan kebenaran atau kesesuaian suatu proses dengan prosedur bakunya.
Bukti pengujian fisik diperoleh melalui pengamatan langsung oleh APIF sendin.
Hasil pengamatan fisik oleh APIP tersebut dikukuhkan kedalam suatu media
pengganti fisik yaitu berita acara hasil audit fisik, dengan dilampirkan dokumen lain
seperti hasil inspeksi lapangan, folo, sural pemyataan, denah lokasi alau peta
lokasi dan lain- lain

2. Bukti dokumen
Bukti dokumen pada umumnya terbuat dan kertas yang mengandung informas:,
Dalam menilai atau mengevaluasi bukti dokumen, APIP sebaiknya mamperhatikan
pengendalian inlem sumber dokumen tersebut dan terpenuhinya persyaratan
yuridis, Kelemahan sistem pengendalian intern memungkinkan dokumen
mangandung kesalahan, bahkan dokumen palsu yang dibuat oleh karyawan yang
tidak jujur.

3. Bukti analisis
Bukti analisis adalah bukti audit yang diperoleh APIP dengan melakukan anaiisa
atau mengolah lebih lanjut data auditi dan data lain yang berkaitan dengan auditi.
Bukti analisis hanya memberikan petunjuk mengenai kecenderungan suatu
kejadian, sehingga untuk membuktikan terjadi atau tidaknya harus didalami dengan
perolehan jenis bukti yang lain.

4. Bukti keterangan
Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh APIP dari pihak lain (baik dari pihak
awditi maupun pihak ketiga) berdasarkan pertanyaan atau informasi terfentu yang
diminta cleh APIP. Bukt keterangan merupakan bukti pendukung bukti-bukti lain
yang telah didapatkan oleh APIP

G. Penyusunan Program Kerja Audit
Langkah selanjuinva adalah menyusun Program Kerja Audit (PEA). PEA digunakan
sebagai panduan bagi APIP selama melakukan audit. PKA berisi tujuan setiap
prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang ditetapkan dalam pelaksanaan
audit, Termasuk langkah mengidentifikas:, menganalisis, mengevaluasi dan
mendokumentasikan informasi dan bukti internal maupun eksternal auditi selama
penugasan audit. Program Kerja Audit harus direvic dan disetujul sabelum
dilaksanakan. Dalam penyusunan PEA disamping memperhatikan tujuan setiap
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prosedur audit, teknik sampel yang digunakan juga terkait dengan rencana pengujian
sistem pengendalian, juga rencana pengujian unfuk mengidentifikasi ketidaktaatan
dalam penyelenggaraan sualu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD
hingga kesimpulan hasiinya. Berdasar simpulan permasalahan yang dijumpai, APIP
memberikan rekomendasi untuk peningkatan ketaatan, perbailkan ftata kelola,
pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada audili serla mencegah dan
menangkal terjadinya tindak penyimpangan

Pengalokasian Sumber Daya

Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah pengalokasian sumber daya (jam
kerja, hari pengawasan, personil tm APIP dan dana) yang dibutuhkan lim uniuk
melaksanakan penugasan. Tim disusun dengan memperhatikan kompetensi dan
keahlian secara kolektif sesual dengan penugasan Audil Ketaatan Berbasie Risko
yang akan dilakukan termasuk pembuatan sural lugas dan anggaran wakiu
panugasan. Kompelensi dan pengalaman APIP berkontribusi penting dalam
menentukan wakiu audit dan membuat rencana pengujian, biaya dan jadwal
pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil dari tahap ini adalah alokasi hari
pengawasan (HP) masing-masing APIP, alokasi biaya per APIP dan jenis pengujian
yang akan dilakukan Terhadap rencana prosedur pengujian tersebut, ditetapkan APIP
yang akan melaksanakan disertai target wakiu pelaksanaan (PKA)
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BAB I
PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN BERBASIS RISIKO

Audit merupakan satu bentuk pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh APIP
melalui proses dentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objekiif, dan profesional berdasarkan SAIPI. Audit bertufsan untuk menilai
kebenaran, keakuratan dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
jawab penggunaan APBD dengan cara menguji tingkal kesesuaian antara kondisi yang
menyangkul area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD yang di audit dengan
kriterianya. Dengan melengkapi simpulan atas permasalahan yang ditemui, APIP
membernkan bukti-bukti pendukung serta simpulan rekomendasi perbaikan pengendalian.
Oleh karena itu dalam melakukan Audil Ketaatan Berbasis Risko, APIF memberikan
keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit telah sesual dengan
peraturan perundang-undangan, kebifakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait,
kriteria dan ketentuan yang berlaku lainnya.

A. Penetapan Urutan Prioritas yang Akan Dilakukan Audit Rinci Beserta Tujuannya
Tim menyusun prioritas dengan memilih kondisi mana yang akan didahulukan auditi
sebagaimana tercantum dalam FAO. Apabila diperlukan dapat dilakukan sampling
atas kegiatan yang ada, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun dengan
kontrak. Tim menenfukan fujuan audil untuk masing-masing masalah sesual prontas
yang telah ditetapkan.

B. Pelaksanaan PKA Rinci
Pelaksanaan PKA rinci diharapkan mampu menggali ketepatan FAO yang ditetapkan
sebelumnya untuk disarankan dalam penyusunan kelengkapan atribut temuan baik
dalam penyajian kondisi, kriteria, penyebab, akibal, dan pengembangan
rekomendasinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan temuan audit yang baik.
Dalam tahap pelaksanaan audit rinci, APIP dimungkinkan untuk merevisi PKA yang
sesual kondisi yang ditemui
Tahap pelaksanaan terdin dar:
1) Pengujian dan Pengumpulan Bukti
Pada tahap ini APIP harus menguji materifsubstansi transaksi pelaksanaan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan secara memadal unfuk memperolah
pambukiian yang |layak apakah transaksikegiatan telah sesual dengan alau
menyimpang dar peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang
berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Adapun bukt (internal dan
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eksternal) yang di evaluas: oleh APIP adalah semua media informasi yang
digunakan oleh AFIP untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan
dan rekomendasinya dalam meyakinkan Gngkal kesesuaian kondisi dengan
kriterianya.

Bukti harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif
a. Syarat kuantitatif, yaitu bahwa jumiah bukti harus cukup untuk meyakinkan pihak

lain yang mengetahui masalahnya,

b, Syarat kualitatif bukt mencakup 3 (liga) atribut, yaitu relevan, absah dan handal:

= Relevan menyatakan bahwa bukti itu mempunyal hubungan yang logis dengan
dan arti penting bagi temuan audit yang bersangkutan.

« Absah menyatakan bahwa bukti itu didasari oleh argumentasi yang benar dan
informasi yang akurat

« Handal menyatakan bahwa bukli itu dapal diandalkan yang menunjukkan
konsistensi hasil dalam arh bahwa jika informasi diuj/diukur hasiinya tetap dan
selain itu dapat diverfikasikan,

Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh APIP  untuk
mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam
mayakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya.

Syarat-syaral bukli audit yang handal ada empat syaral yaitu disebut REKOCUMA
masing masing sebagai berikut:

Relevan: bukti audit harus relevan dan logis mendukung atau menguatkan
pendapal atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
Kompeten: bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti yang diperoleh berasal
dan sumber yang independen dan dapat dipercaya serla terjamin keakuratannya
Kompeten atau fidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber buktl, cara
mendapatkan bukti dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut.

Cukup: bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan bDukti
berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan kondisi yang
dipermasakahkan serta jumkahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan
APIP.

Material: bukti material adaiah bukti yang mempunyai nilal yang cukup berarti dan
penting bagl pancapaian tujuan organisasi. Materalitas dapat dilinat antara lain
besarmya nilal vang, pengaruh terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan
audit, pentingnya menurut peraturan perundangan, keinginan pengguna laporan,
kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedang jadi perhatian umum,
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2)

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan

temuan audit. Dalam standar audit menyatakan bahwa APIP harus mengumpulkan

dan menguji bukti untuk mendukung simpulan dan temuan audit. Bukli yang
diperiukan untuk mendukung temuan dapat berupa bukli yang dipercleh dari
pengamatan, observasi, tanya jJawab serta dokumen:

= Bukfi pengakuan hasil wawancara atau pemyataan dari pihak yang terlibat;

« Bukti berupa dokumen terdin dari peraturan, laporan, nsalah, memorandum,
pengendalian, kutipan dar catatan pembukuan, bagan dan ketentuan mengenai
arus dokumen, sistem yang dirancang, struktur arganisasi dan bagan fungsinya,

= Bukti yang dipercleh dari analisis informasi yang dihimpun oleh APIP.

Pengumpulan bukli selanjutnya masih harus divji dengan menggunakan teknik
reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, observasi, kuesioner serta pembandingan
dan penelusuran hingga bukli asal. Selain untuk mendukung simpulan Audit
Ketaatan Berbasis Risko pada suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
auditi, bukti yang dikumpulkan dan diuji juga merupakan bukli yang mendukung ada
atau tidaknya kelemahan dalam SP| pada auditi serta bukti yang mendukung
adafidaknya kefidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan
identifikasi potensi indak penyimpangan.

Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.
Dalam seliap pengujian yang dilakukan, hasiinya didokumantasikan ke dalam
kertas kerna audit (KKA). KKA yang baik harus mencerminkan:

1} Kegiatan awdit mulai dar perencanaan, survey pendahuluan, evaluasi
pengendalian intern, pengujian substantif, simpulan dan permasalahan/temuan
hasil audit, berita acara pembahasan hasil audit, sampai dengan pelaporan
dan tindak lanjut hasil audit.

2) Langkah-langkah audil yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi
yang diperoleh dan simpulan-simpulan hasil audit Langkah-langkah kera
dalam PKA yang telah dilaksanakan menghasikan data beserta penarikan
simpulan hasil audit didokumentasikan dalam KEA

Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan

Felaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti yang membantu APIP untuk
dapat menilai efeklivitas pengendalian intern. Beberapa pertanyaan yang harus
dijawab APIP untuk menilai ketaatan suatu area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan:
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3)

1. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan telah direncanakan
dengan baik?

2. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/keqiatan telah diselenggarakan
sasual ketentuan?

3.  Apakah pengendalian yvang ada dan diterapkan sudah membaniu pencapaian
lujuan organisasi?

Untuk menjawab pertanyasn-pertanyaan ini, APIP internal harus mengambil

kesimpulan berdasar informasi‘bukti yang didapat sejak tahap perencanaan sampai

pelaksanaan penugasan.

Pengembangan Temuan dan Rekomendasi
Setelah dilakukan pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan menyusun
simpulan, APIP intermal harus menyusun temuan (finding). Temuan berpangkai
tolak dan perbandingan kondisi (apa yang sebenamya terjadi) dengan kriteria (apa
yvang seharusnya lerjadi menurut peraturan yang ada), mengungkap akibat yang
ditimbulkan dan perbedaan kondisi dan krteria tersebut serta mencan
panyebabnya Pengembangan femuan sangat menentukan keberhasilan fugas
audit. Untuk itu, APIFP perlu memahami unsur-unsur temuan, sehingga
pengambangan temuan menjadi lebih efektif. Terdapat dua jenis temuan, yaitu:

a.  Temuan Positif yang harus dimuat di dalam laporan audit, terutama temuan
yang berpengaruh terhadap peningkatan motivasi dan memberikan apresiasi
atas area, proses, sistem, fungsi, program/egiatan yang telah dilaksanakan
tepal wakiu dan kualitas yang lebih baik dari rencana auditi,

b. Temuan Negatif, antara kain meliputi:
= Penyimpangan/penggelapan
= Kelemahan sislem atau prosedur
* Aktivitas yang tidak benarftepat

Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan yang penting, maka APIP harus
menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan
masalah tersebut dengan tepat dan segera. Inpul yang digunakan dalam kegiatan
‘Penyusunan Temuan Hasil Audit” adalah:

s  Tujuan audi;

* Kriteria yang telah ditetapkan;

¢ Bukti audit (relevan, kompeten, cukup, material), dan
= Kesimpulan hasil pengujian bukti.
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Dalam menyusun suatu temuan Audit Ketaatan Berbasis Risko, hal yang sangat
utama diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat APIP merupakan
jawaban atas pertanyaan/dugaan sementara/ hipotesis yang telah dituangkan
dalam tujuan audit yang telah ditetapkan. Temuan audi utuh dan tidak cacat
seharusnya bens kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit yang diperoleh AFIFP

dalam usahanya untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya,
dengan memberikan rekomendasl yang dapat segera ditindaklanjuti cleh
audit'OPD.

Langkah-langkah yang diperiukan dalam kegiatan menyusun temuan audit adalah
sabagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat perbedaan
fgap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan apakah perbedaan
tersebul positif atau negalif. Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang
ditemukan sama atau lebih baik danpada kriteria. Perbedaan negatil terjadi
apabila kondisi yang ditemukan tidak sesuav mencapal krilena,

Sangat dimungkinkan, APIP menemukan sualu kondisi yang telah memanuhi
atau melebihi kriteria yang disebut temuan positif.  APIFP  periu
mempertimbangkan relevans: temuan positif dengan tujuan audit. Apabila
temuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, maka APIP perlu mengungkap
hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit berupa apresiasi di bab penutup

Dalam hal APIP menemukan kondisi yang tidak memenuhi kriteria, yang
disebul sebagai temuan negatif, APIP perlu mengidentifikasi unsur-unsur
temuan hingga menjadi suatu temuan audit dengan atribut yang lengkap atau
tidak cacat, agar segera dilakukan tindak lanjut oleh auvdii. Unsurfatribut
temuan antara lain:

1) Kondisi (kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi)
Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari suatu pelaksanaan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang menunjukkan adanya
kekurangan atau kelemahan. Untuk menyatakan kondisi, APIP harus
mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan matenal.

2) Kriteria (apa yang seharusnya lerjadi). Kriteria adalah standar, ukuran atau
harapan (expectation), antara lain barupa:

a peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. program/kegistan OPD yang selaras dengan programisasaranRPJMD;
c. ketentuan pimpinan organisasi yang harus ditaati/diaksanakan,
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3)

4)

3)

d. pengendalian interm yang andal,
e. tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan; dan
{ standar dan normafkaidah.

Kriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara tepat dan setelah

itu baru dapat digunakan sebagai tolok ukur atau pembanding dengan

kondisi yang dijumpai,

Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria). Penyebab

merupakan hal yang penting apabila ditinjau dari tujuan audit yaitu untuk

menghasilkan rekomendas) ke arah perbaikan dimasa datang. Penyebab

ini mengungkap tentang mengapa terjadi ketidaksesuaian antara kondisi

dan kriteria. Hal yang perlu dipahami seorang APIP secara baik adalah

mengeksplor penyebab terjadi penyimpangan, karena bisa saja kriteria

atau aturannya yang kurang lepat dan perlu diperbaiki serta

disempumakan

Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang ditmbulkan dan adanya

perbedaan antara kondisi dan krteria), Akibat dapat berupa kemungkinan

yang akan terjadi maupun yang telah terjadi.

Rekomendasi (apa wyang dapat dilakukan untuk memperbaikinya).

Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh APIP

urfuk menutup gap antara kondisd dan kridena. Rekomendasi harus

dirancang guna:

a. Memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab); dan

b. Meminimalisasi akibat dan kelemahan yang ada.

Rekomendasi harus jelas:

a. ditujukan kepada siapa;

b. mengarah pada tindakan nyata;

c. konsekuensi yang akan timbul apabila tindak lanjut atas rekomendasi
tidak dilakukan;

d. dapat dilaksanakan oleh auditi, dan

e. apabila ada alternatif perbaikan tuangkanlah semua alternatif berikul
alasannya masing masing.

Dalam meamberkan/merumuskan rekomendasi, APIP harus

memperhatikan:
a. Biaya yang akan teradi dalam mengimplementasikan rekomendas

harus tidak melebihi manfaat yang akan diperolehnya;
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b. Jika terdapal beberapa altemati rekomendasi dengan biaya yang
terkait, harus diusulkan, dan
c. Rekomendasi harus dapat dilaksanakan.

4 Jika ditemmukan indikasi yang mengandung unsur kerugianfraud yang relevan
dengan tujuan audit, maka APIP perlu melakukan pendalaman auditnya
sampai menjadi teruan audit. Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit,
perlu didokumentasikan secara memadal dalam KKA dan akan ditindaklanjuti
pada jenis audit lain yang sesuai.

5. APIP mengomunikasikan konsep temuan audil dengan pimpinan audit untuk
mendapatkan klarfikasi. Tujuan dan komunikasi konsep temuan audit dengan
auditi adalah untuk memvalidasi konsep temuan yang telah dikembangkan oleh
APIP.

6 APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditi yang diaudit
melalui berita acara hasil audit

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Penyusunan Temuan Hasil Audit” adalah:
a. Konsep Temuan Audit;

b. Berita Acara Temuan Audit,

c. Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit

C. Penyusunan Kertas Kerja Audit
Hasil pelaksanaan PKA rinci yang telah ditetapkan, dituangkan ke dalam kerias kerja
audit oleh APIP yang bersangkutan sesual dengan penugasannya berdasarkan PKA
audit rinci. KKA adalah dokumen audit yang memuat data catatan pembuktian yang
dikumpulkan oleh APIP selama berlangsungnya audit mufai dan tahap persiapan
sampai dengan tahap pengkomunikasian hasil audit. KKA berisi metodologi yang
dipilih, prosedur yang ditempuh, bukti audt yang ditemukan dan simpulan audit yang
diambil selama audit untuk mendukung laporannya. Informasi yang dimuat dalam
KKA harus memadal, kompeten, relevan dan berguna untuk memenuhi tujuan
penulisan serta memberikan dasar yang kuat untuk temuan audt dan
rekomendasinya. Tujuan KKA adalan mendokumentasikan informasi yang diperoleh
selama audit, melalui interview, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas sislem
dan prosedur, observasi atas kondisi, maupun pengujfian transaksi  dan
mengidentifikasi serta mendokumentasikan temuan audt sebagai sarana uniuk
mencari hubungan berbagai fakta yang didapal, membandingkan, menilail mengukur
besarnya pengaruh sebuah temuan atau kelemahan. Sasaran KKA yaitu uniuk
mendukung pembuatan Laporan Hasil Audit, membantu APIP saal pembahasan
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masalah dengan pihak yang diperiksa, menjadi media reviu dan penilaian kecukupan
teknik serta prosedur audit dalam supervisi selama pelaksanaan PKA, berfungsi
sebagal bahan pembuktian apabila terjadi tuntutan dan auditi atau sewakiu APIP
menjadi saksi ahli, berperan sebagai referensi baik uniuk audit benkulnya dan
monitoring tindak lanjul maupun sebagal sarana pengendahan mutu pengawasan
KKA direviu oleh ketua tim'supervisor sesuai dengan hkewenangan dan
tanggungjawabnya

Pendokumentasian Kertas Kerja Audit

KEA perlu di dokumentasikan dengan baik, baik hardcopy maupun soffcopy file-nya
disimpan di dalam central file Inspektorat. Dokumentasi disimpan secara tertib dan
sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit
intern sehingga dapat mendukung simputan, fakta dan rekomendasi APIP.

Penyusunan Naskah Hasil Audit atau Simpulan dan Temuan Sementara
Berdasarkan pelaksanaan audit, APIP menyusun simpulan dan temuan-temuan
sementara hasil audit yang berpangkal lolak dan perbandingan antara kondisi (apa
yang sebenarnya terjadi) dan krteria (apa yang seharusnya terjadi), APIP
mengungkap akibat yang ditimbulkan dan perbedaan kondisi tersebutserta mencan
penyebabnya, dan memberikan rekomendasi perbaikannya, kemuodian menuangkan
simpulan hasil audit dan daftar temuan sementara kedalam konsep Berita Acara Hasil
Audit dengan atribut lengkap yang mencakup kondisi, kritenia, akibat, sebab,
rekomendas:

Pembahasan Naskah Hasil Audit atau Simpulan, Temuan sementara, dan Hasil

Audit Dengan Auditi.

Ketua Tim periu mengelompokkan temuan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu:

a. Temuan yang masuk Laporan Hasil Audit,

b. Hal yang perlu diperhatikan, hanya sebagal catatan, komentar yaitu temuan yang
tidak begitu serius tetapi merupakan penyimpangan dari ketentuan dan periu di
komunikasikan dengan auditi untuk menjadi perhatian auditi.

KEetua Tim berdanggung jawab atas pengaturan jadwal pembahasan simpulan dan
temuan hasil audit. Hasil permbahasan drtuangkan dalam risalah yang memuat temuan
yang sudah ditindaklanjuti dan temuan yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Hasil
Audit sarta tanggapan darn auditi.

Berita Acara Hasil Audit yang disusun olah Tim Auditor/APIP mencakup:
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a Data Umum Auditi
Data umum berisikan nama auditi, dasar audit, tujuan audit, sasaran audit, lingkup
audit, hasil audit terbatas jumiah temuan dan keborosan dan kebocoran serta
pendahuluan yang barisikan

Dasar aud,

Waktu pelaksanaan audit,

Penodeftahun anggaran kegiatan yang dipenksa;
Tujuan audit,

Sasaran audit;

Ruang lingkup audit;

Informasi audit.

b. Uraian Hasil Audit
Uraian hasil audit berupa temuan dengan atribut lengkap, judul temuan, kondisi,
sebab, akibat, tanggapan auditi, komentar auditor dan konsep rekomendasi

c. Apabila di dalam audit ditemukan indikasi penyimpangan yang signifikan yang

mengarah kepada kerugian negara, maka Tim dapat mengajukan saran audit
investigasi.

d Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini bensikan kumpulan judul temuan dan
rekomendasi.
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BAB IV
PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
DAN MONITORING TINDAK LANJUT

Kegiatan dalam komunikasi hasil Audit Ketaatan Berbasis Risko meliputi penyusunan
konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit,
perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan penyampaian LHA,
serta monitoring dan bndak lanjut hasil audit.

A. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit
Standar Auditor Intermnal Pemerintah Indonesia (SAIP1) mensyaratkan bahwa suafu
Laporan Hasil Audit intern harus mencakup hal hal di bawah ini

1.

Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti Standar Audit
yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah Standar Auditor Intem
Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemenntah
Indonesia (AAIPI),

. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit

Suatu Laporan Hasil Audit harus memuat lujuan, lingkup, dan metodologi audit
APIP harus menjelaskan alasan mengapa sualu area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan OPD diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai dar palaksanaan
audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara audit dilakukan.

. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi dan Temuan

Audit
a. Temuan audit merupakan ‘potret’ kenyataan yang diemukan APIP dalam
membandingkan kondisi dan kritena.

b. Simpulan Hasil Audit
Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang telah ditelapkan

sebelumnya terkait penilaian penyelenggaraan program yang sesual dengan
peraturan perundang undangan/ketentuan yang berlaku.

c. Rekomendasi
APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditi untuk memperbaiki area
yang menjadi penyebab tujuan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
tidak tercapai, meminimalisic timbulnya dampak, serta area yang berpolensi
terjadi tindak panyimpangan guna meningkatkan kualitas.
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4, Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit

Audit harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan, simpulan, dan
rekomendasi audit dan pejabat berwenang auditfOPD yang diaudit. Datam
memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil, lengkap dan obyektif, audit
samaksimal mungkin mengupayakan adanya reviu dan tanggapan dan auditi
sehingga diperoleh suatu laporan yang obyektf karena tidak hanya mengemukakan
fakia dan pendapat APIF saja, melainkan memuat pula pendapattanggapan dan
rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi.

B. Perolehan Tanggapan Atas Simpulan dan Rekomendasi

Sebelum melaksanakan pembahasan akhir, APIP melakukan pembahasan intem yang
periu dihadiri seluruh tim audit sesuai surat tugas. Pembahasan intermn sebaiknya
dipimpin oleh pejabat pengendali teknis. Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan
dan hasil pengkomunikasian hasil audt maka perlu dilakukan pembahasan akhir
secara formal dengan audifi. Agar pembahasan akhir dapat efektif menghasilkan
kesepakatan, pembahasan akhir harus dihadiri oleh pihak yang mempunyal jabatan
dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dan pihak APIP maupun auditi.

Adapun tujuan dari pembahasan akhir yaitu

= Mengklarifikasi kesahihan simpulan, penilaian dan temuan hasil audit

= Memberikan kesempatan kepada auditi apabila lerdapal perbedaan atas temuan
tersebul, dengan penjelasan disertakan buktiidokumen yang bedum diperoleh APIP.

» Memperoleh kesepakatan/kesediaan auditl untuk melaksanakan tindak lanjut atas
rakomendasi yang dibenkan.

= Memperoleh rencana tindak perbaikan

Haszil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk berta acara
pembahasan hasil audit yang memuat informasi mengenal hasil kesimpulan audit,
rekomendasi yang disepakati maupun yang lidak disepakati yang perlu dibahas lebih
lanjut dan dikomunikasikan kepada pimpinan tertingal organisasi.

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit
Selanjutnya, APIP harus menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), di mana konsep laporan direviu
secara berenjang mulai darl pengendali mutu, pengendali teknis, hingga pejabat yang
barwenang.
APIP dapal membuat ikhtisar hasil audil sampai dengan tanggal penghentian dan
menjelaskan alasan penghentian audit (standar 4080, AAIPI), jika audit dihentikan
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sebelum berakhir dan APIP tidak mengeluarkan Laporan Hasil Audil. Alasan
penghentian audit harus dikomunikasikan secara terfulis kepada auditi dan pejabat
yang bersvenang,

Jika penyampaian laporan mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan,
pimpinan instansi APIP harus mengkomunikastkan mformasi yang telah diperbaiki
kepada semua pihak yang telah menerima laporan tersebut

. Monitoring Tindak Lanjut

APIP harus memaniau dan mendorong tindak lanjul atas simpulan, fakta dan
rekomendasi audd. Pemantauan tindak lanjut diakukan agar auditi memperbaiki,
memahami kelemahan dan kekurangan yang ada dan sesegera mungkin memperbaiki
sesuail saran APIP

Selain itu, APIP harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk
memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapal outcome
dan Audit Ketaatan Berbasis Risko serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak
lanjut dalam rencana sirategis maupun tahunan.
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